
I. Undang-Undang Nomor 54 Tahun 1999 tentang Pembenrukan 

Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo, Kabupaten Muaro 
Jambi dan Tanjung Jabung Timur (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 1999 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 3903), sebagaimana telah diubah 

dengan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2000 tentang 
Perubahan atas Undang-Undang Nomor 54 Tahun 1999 Tentang 

pembentukan Kabuparen Sarolangun, Kabupaten Tebo, 

Kabupaten Muaro Jambi dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 81, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3969); 

bahwa untuk melakukan penataan kembali terhadap tugas pokok 

dan fungsi Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah berdasarkan 
Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan 

Susunan Perangkat Daerah, sebagaimana telah diu bah dengan 

Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2017 tenrang Perubahan Atas 
Peraturan daerah Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan 

Susunan Perangkat Daerah, perlu menerapkan Peraturan Bupati 

tentang Susunan Organisasi, Kedudukan, Togas, Fungsi dan Tata 

Kerja Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah; 

BUPATI SAROLANGUN, 

DENGAN RAH MAT TUHAN YANO MAHA ESA 

SUSUNAN OROANISASJ, KEDUDUKAN. TUOAS, FUNOSI 

DAN TATA KERJA DINAS PERPUSTAKAAN DAN ARSIP DAERAH 

TENTANO 

PERATURAN BUPATI SAROLANOUN 

NOMOR 6IOTAHUN 2018 

BUPATISAROLANGUN 
PROVINS! JAMBI 

•• 

Mengingat 
-- 

Menimbang 

• •• 
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PE:RATURAN BUPATI TENTANG SUSUNAN ORGANISASI, 

KEDUDUKAN, TUGAS, FUNGSI DAN TATA KERJA DINAS 
PERPUSTAKAAN DAN ARSIP DAERAH. 

MEMUTUSKAN: 

5), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerab Nomor 

10 Tahun 2017 tentang Perubahan Aras Peraruran daerah 

Nomor 5 Tabun 2016 rentang Pembentukan dan Susunan 

Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sarolangun 

Tahun 2017 Nomor 10); 

Susunan Perangkat Daerah 

Sarolangun Tahun 2016 Nomor 

tentang Pembentukan dan 

(l..e.mbaran Daerah Kabupaten 

2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil 

Negara (Lembaran Negara Republ.ik Indonesia Tahun 2014 
Nomor 6, Tambahan l..embaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 5494 ); 

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pernerintahan 
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun '.2014 

Nomor 244, Tambahan l..embaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 5587) sebagaimana telah beberapakali diubah terakhir 

dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang 
Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 
tent.ang Pemerintahan Daerah (1..embaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan l..embaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 5679); 

4. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi 

Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 

2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 560 I j; 

5. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat 

Daerab (l..embaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 

Nomor 114 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 5887); 

6. Peraturan Kepala Arsip Nasional Republik Indonesia Nomor 29 

Tahun 2016 tentang Hasil Pemetaan Urusan Pemerintahan 

Bidang Kearsipan; 

1. Peraturan Daerah Kabupaten Sarolangun Nomor 5 Tahun 2016 

Menetapkan 

• • 
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Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan: 
I. Kabupaten adalah Kabupaten Sarolangun. 
2. Pernerintahan Daerah adalah penyelenggaraa.n urusan pemerintahan oleh 

Pernerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Dacrah menurut asas otcnomi 

dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan 
prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam 
Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. 

3. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara 
Pemerintah Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang 
menjadi kewenangan daerah otonom. 

4. Bupati adalah Bupati Sarolangun. 
5. Wakil Bupati adalah Wakil Bupati Sarolangun. 

6. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Saro!angun. 
7. Dinas adalah Dinas Perpustakaan dan Arsip Dacrah Kabupaten Sarolangun. 

8. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah Kabupaten 

Sarolangun. 
9. Unit Pelaksana Teknis Dinas yang selanjutnya disingkat UPTD adalah unsur 

pelaksana teknis pada Dinas Pcrpustakaan dan Arsip Daerah Kabupaten 

Saro Ian gun. 
I 0. Sekretariat adalah Sekretariat pada Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah 

Kabupaten Sarolangun. 
11. Bidang adalah Bidang di lingkungan Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah 

Kabupaten Sarolangun. 

12. Sub Bagian adalah Sub Bagian di lingkungan Dinas Perpustakaan dan Arsip 
Daerah Kabupaten Sarolangun. 

13. Seksi adalah Seksi di lingkungan Dinas Perpustakaan dan Arsip daerah 
Kabupaten Sarolangun. 

14. -Jabatan Struktural adaJah suatu kedudukan yang menunjukkan rugas, tanggung 
jawab, wewenang, dan bak seorang Pegawai Negeri Sipil dalam suatu satuan 
organisaei perangkat daerab meliputi Jabatan Pimpinan Tinggi Madya (setara 
eselon l.b), Jabatan Pimpinan Tinggi Prata.ma (setara eselon II.a dan 11.b), Jabatan 
Administrator (setara eselon III.a dan ITl.b), dan Jabatan Pengawas (setara eseton 
IV.a dan IV.b). 

Pasal l 

BAB I 
KETENTUAN UMUM 

" . .Jl; 
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(1) Susunan organisasi Dinas terdiri dari: 
a. Kepala 

b. Sekretariat, terdiri dari: 
t. Sub Bagian Umum, Humas dan Kepegawaian; 
2. Sub Bagian Keuangan, aset dan Program. 

c. Bidang Pengadaan, Pengolahan, Layanan dan Pelestarian Bahan Perpustakaan, 

terdiri dari: 

BABW 
SUSUNAN ORGANlSASl 

PasaJ 3 

(1) Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah merupakan unsur pelaksana urusan 
pemerintahan di bidang Perpuscakaan dan Arsip Oaerah. 

(2) Dinas Perpustakan dan A.sip Oaerah dipimpin oleh Kepala Dinas yang 

berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui 
Sekretaris Oaerah. 

Pasal 2 

BAB 11 
KEDUDUKAN 

15. Jabatan l'ungsional Tertentu adalah kedudukan yang menunjukkan tugas, 
tanggung jawab, wewenang dan hak seseorang Pegawai Negeri Sipil dalam suatu 
satuan organisasi yang dalam pelaksanaan tugasnya didasarkan pada keahlian 
dan/atau keterampilan tertentu serta bersifat mandiri. 

16. Pegawai Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat Pegawai ASN adalah 
Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Pemeriotah dengan Perjanjian kerja yang 

diangkat oleh pejabat pembina kepegawaian dan diserahi tugas dalam suatu 
jabatan pemerintahan atau rugas negara lainnya dan digaji berdasarkan 
peraturan perundang-undangan. 

17. Pegawai Negeri Sipil yang selanjumya disingkat PNS adalah PNS yang gajinya 
dibebankan pada APBD Kabupaten. 

18. Manajemen Pegawai Negeri Sipil adalah keseluruhan upaya-upaya untuk 
meningkatkan efisiensi, efektivitas dan derajat profesionalisme penyelenggaraan 
rugas, fungsi dan kewajiban kepegawaian yang meliputi penyusunan dan 
penetapan kebutuhan, pengadaan, pangkat dan jabatan, pengembangan karir, 
po\a karir. mutasi, penilaian kinerja, cunjangan kinerja, penghargaan, disiplin, 
pemberhentian, dan perlindungan aparacur sipil negara sesuai peraturan 
perundang-undangan yang berlaku. 

).-'ta.,:~Aj' 
-· J ---- 



(11 Dinas Perpustaka.an dan Arsip Daerah mempunyai tugas mernbantu Bupati 
melaksanakao urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah di bidang 
Perpustakaan den Arsip Daerah serta rugas pembantuan. 

(21 Dines Perpustakaan dan Arsip Daerah dalam melaksanakan tugas sebagaimana 
dimaksud pada ayat (I) menyelenggarakan fungsi: 
a. perumusan kebijakan di bidang Perpustakaan dan Arsip Daerah: 
b. pelaksanaan kebijakan di bidang Pcrpustakaan dan Araip Daerah; 
c. penyelenggaraan urusan Pemerintahan dan pelayanan umum dibidang 

Perpustakaan dan An;ip Daerah; 
d. pelaksanaao pembi.naan, cvaluasi dao pelaporan di bidang Perpustakaan dan 

Arsip Daerah; 
e. pelaksanaan administrasi dinas di bidang Perpustakaan dan Arsip Daerah; dan 

BABIV 
TUGAS DAN FUNGSI 

Pasa14 

1. Seksi Pengembangan Koleksi dan Pengolahan Bahan Perpusta.kaan; 
2. Seksi Layanan, Otomasi dan Kerja Sama Perpustakaan. 

3. Seksi Pelestarian Bahan Perpustakaan. 
d. Bidang Pengembangan Perpustakaan dan Pembudayaan Kegemaran Membaca, 

terdiri dari: 
1. Seksi Pembinaan dan Pengembangan Perpustakaan; 
2. Seksi Pembinaan, Pengembangan Tenaga Perpustakaan 
3. Seksi Peogembangan Kegemaran Membaca 

e. Bidang Peogelolaan, Pembinaan dan Layanan Arsip. 
l. Seksi Pengelolaan dan Pembinaan Kearsipan. 
2. Seksi Pengawasan Kearsipan. 
3. Seksi Layanan lnfonnasi, Pemanfaatan dan Jasa Kearsipan. 

f. Unit Pelaksana Telmis Dinas; 
g. Kelompok Jabatan FungsionaL 

(2) Sekretariat dipimpin oleh Sekretaris yang berada dibawah dan berranggung jawab 
kepada Kepala Dinas. 

(3) Masing-masing Bidang dipimpin oleh Kepala Bidang yang berada di bawah dan 
bertanggungjawab kepada Kepala Dinas. 

(4) Masing-masing Sub Bagian dipimpin oleb Kepala Sub Bagian yang berada di 
bawah dan bertanggungjawab kepada Sekretaris. 

151 Masing-masing Seksi dipimpin oleh Kepala Seksi yang berada di bawah dan 
bertanggung jawab kepada Kepala Bidang. 

• I 
~ . ... ..,. -• ts -t .. ~Jl 
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( I) Sekretaris Dinas mempunyai rugas membantu Kepala Dinas dalarn penyusunan 
perencanaan program, pengelolaan keungao, urusan administrasi kepegawaian 
dan urusan rumah tal'.lgga dinas. 

(2) Untuk menyelenggarakan rugas sebagairoana dimaksud pada ayat (l), Sekretaris 
mempu.nyai fungsi: 
a. pelaksanaan koordinasi penyusunan program kerja, pengumpulan dan 

pengolahan data serta laporan; 
b. pelaksanaan urusan rumah tangga, protokol, dan surat menyurat; 
c. pelaksanaan pengelolaan urusan Urnum dan Kepegawaian; 
d. pelaksanaan pengelolaan urusan Keuangan dan aset; 
e. Mengkoordinir pelaksanaan rugas bidang-bidang dan fungsional dilingkungan 

Dinas Perpustakaan; 
f. pelaksanaan pengelolaan urusan penyusunan Program; dan 
g. pelaksanaan tugas Jain yang diberikan oleb Kepala Dinas. 

(3) Dalam menjalankan tugas dan fungsinya. Sekretaris membawahi: 
a. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian; dan 
b. Sub Bagian Keuangan, Aset, dan Program. 

PasaJ 6 

Bagian Kedua 

Sekretaris 

Bagian Kesatu 

Kepala Dinas 

PasaJ 5 

(!) Kepala Dinas Perpustakaan dan Arsip mempunyai tugas menyusun dan 
melaksanakan kebijakan daerab di bidang perpustakaan dan Arsip Daerab; 

(2) Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (!), Kepala 
Dinas mempunyai fungsi; 
a. menyusun program di bidang perpustakaan dan Arsip; 
b. melaksanakan urusan Perpustakaan dan Arsip di daerah kabupaten; 
c, menyelenggarakan pembinaan dan perumusan kebijakan teknis di bidang 

perpustakaan dan Arsip; 
d. menyusun dan melaporkan pelaksanaan kegiatan perpustakaan dan Arsip; dan 
e. melaksanaan rugas lain yang diberi.kan bupati sesuai dcngan tugas dan 

fungsinya. 

f. pelaksanaan urgas lain yang dsberikan oleh bupati terkait dengan tugas dan 
fungsinya. 

.. '·. 



Sub Bagian Keuangan, Asel, dan Program mempunyai tugas membantu sekretaris 
dalam mengurus dan mengelola bahan penyusunan rencana anggaran, pendapatan, 
belanja rutin, pencatatan, pembukuan, verifikasi, pengelolaan administrasl 
keuangan, penyimpanan aset. perbendabaraan serta meogevaluasi dan melaporkan 
kegiatan Keuangan dan Asel, mengumpulkan. mengkoordinasikan, menyusun, 
merumuskan, menyelenggarakan clan mengelola data untuk keperluao peoyusunan 

7 

Pasal 9 

Pasal8 

Untuk menyeleoggarakan tugas sebagalmana dimaksud dalam Pasal 7, Sub Bagian 
Umum, Humas dan Kepegawaian mempunyai fungsi: 
a. pengelolaan surat menyurat, melipuci arsip clan exspedisi, pengadaan dan 

pendistribusian; 

b. penyiapan per!engkapan pertemuan/rapal termasuk upacara-upacara; 
c. pelaksanaan urusan rumah tangga clan protoko!er dinas; 
a. penyusunan dan pengelola mutasi, kenatltan pangkat, kenaikan gaji berkala, balk 

yang bertugas di dinas maupun lJPfO; 
b. pembuatan rencana kebutuban pegawai, peningkatan kesejabteraan Pegawai 

Negeri Sipil; 

c. penyusunan rencana keburuhan pegawai, pendidikan dan latihan penjenjangan 
bagi Pegawai Negeri Sipil; 

d. pengaturan peoyiapan absen pegawai balk pagi maupun siang; 
e. penyiapan bahan dalam rangka pembinaan dlsiplin; 

d. menyusun dan membuat laporan pelaksanaan kegiatan umum dan kepegawaian, 
e. melaksanakan urusan kehumasan; 
r. pelaksanaan Koordinasi dengan seksi lainnya yang terkait; dan 

g. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan. 

Pasal 7 

Sub Bagian Umum, Humas dan Kepegawaian mempunyai rugas membantu 
sekretaris dalam memimpin, mengendalikan dan mengarahkan tu gas-tu gas pada sub 
bagian Umum, Hurnas dan Kepegawaian kepada staf urusan perlengkapan, rumah 
tangga, protokoler, surat menyurat dan kearsipan, kepegawaian, menyelenggarakan 
administrasi meliputi penyusunan urutan kepangkatan, mengurus kesejahteraan 
pegawal, menyelenggaran urusan kehumasan, mcmfasilitasi penyelenggaraan 
pendidikan dan latihan, serta mengevaluasi dan melaporkan kegiatan Sub Bagian 
Umum, Humas dan Kepegawaian kepada Sekretaris dan lembaga terkait, 
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Bagian Ketiga 
Bidang Pengadaan, Pengolaban, Layanan 

dan Pelestarian Ba.han Perpustakaan 

Untuk menyelenggarakao rugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9, Sub Bagian 
Keuangan, Aset, dan Program mempuoyai fuogsi: 
a melaksanakan urusan rencana anggaran, belanja rutin, pencatatan urusan 

keuangan, pembukuan serta pengelolaan administrasi keuangan dan aset; 
b. meoyiapkan dan membuat Surat Perintah Perja.Janan Dinas (SPPD) dan Surat 

Perintah Togas (SPT); 
c. penyusunan laporan pelaksanaan anggaran; 
d. pelaksanaan urusan kas dan gaji; 
e. penyiapan usulan pengangkatan bendaharawao dan pembuatan daftar gaji; 
f. memonitoriog dan mengawasi pelaksanaan tugas bendaharawan; 
g. penyiapan bahan pertanggungiawaban keuangan: 
h. pelaksanaan pengadrninitrasiao aset dan roenyusun Japoran pertanggung 

jawaban atas barang .. barang inventaris; 
i. pelaksanaan koordinasi pemanfaatan dan penghapusan serta penatausahaan 

Barang Milik Daerah; 
j. pembuatan Rencana dan program; 
k. menyusuo dan menyiapkan usulan program kerja pengawasan tahunan dan 

daftar objek pemeriksaan tahunan; 
I. pengevaluasian pelaksanaan rencana dan program kerja; 
m. pengumpulan dan pengolaban data laporan dinas dan unit kerja lainnya sebagai 

bahan penyusunan dan pelaporan program kerja Dinas; 
n. penyiapan dan penghimpunan bahan penyusunan rencana dan program kerja 

rurin dan pembangunan di lingkungan Dinas meliputi rencana strategis 
(RENSTRAJ, rencana kerja (RENJA), membuat laporan 1,KPJ, Japoran kinerja 

(LKJ) dan LPPD (laporan penyelenggaraan pemerintah daerah); 
o. pengumpulan, pengolahan dan pelaporan pelaksanaan kegiatan rutin, program 

dan pembangunan di lingkungan Dinas: 
p. penyiapan bahan koordinasi antar bidang dinas maupun dengan instansi terkait; 

dan 
q. pelaksanaan rugas lain yang diberikan oleb atasan. 

Pasal JO 

'-'lolill Pt:J, ~,. j 
program kerja Dinas serta mengevaluasi dan melaporkao kegiatan Sub Bagian 
Keuangan, Aset, dan Program kepada Sekretaris. 



Pasal 13 

Dalam menjalankan tugas dan fungsinya Kepala Bidang Pengadaan, Pengolahan, 
Layanan, dan Pelestarian Bahan Perpustakaan mernbawahi: 
a. Seksi Pengadaan Koleksi dan Pengolahan Bahan Perpustakaan; 

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11, Bidang 
Pengadaan, Pengolahan, Layanan, dan Pelestarian Bahan Perpustakaan mempunyai 
fungsi: 

a. melaksanakan pengadaan koleksi dan pengolaban bahan Perpustakaan melipuu 

penyusunan kebijakan peogembangan koleksi, seleksi, pengadaan bahan 
perpustakaan, inventarisasi, pengembangan koleksi daerah (looal conienq, 
melaksanakan kajian kebutuhan pemustaka, deskri psibibliografi, klasiflkasi, 
penentuan tajuk subjek, penyelesaian fisik bahan perpustakaan, venflkasi, 
validasi, dan pemasukan data kepangkalan data; 

b, melaksanakan layanan, otomasi, dan kerjasama Perpustakaan meliputi layanan 
sirkulasi, rujukan, literasi informasi, bimbingan pemustaka, dan layanan 
ekstensi (Perpustakaan keliling, pojok baca, dan sejenisnya), promosi layanan, 
melaksanakan kajian kepuasan pemustaka. pengembangan teknologi, informasi 
dan komunikasi perpustakaan, pengelolaan website dan jaringan perpustakaan 
serta melaksanakan kerja sama antar Perpustakaan dan membangun jejarin_g 
perpustakaan: 

c. melaksanakan pelestarian bahan Perpuscakaan meliputi konservasi melalrukan 

pelestarian fisik bahan Perpustakaan termasuk naskah kuno melalui perawatan, 
restorasi, dan penjilidan sena pembuatan sarana penyimpanan bahan 
Perpustakaan dan alih media melalrukan pelesuuian isi/nilai informasi bahan 
Perpustakaan termasuk naskah kuno melalui alih media, pemelibaraan serta 
penyimpanan master informasi digital; dan 

d. menyusun dan melaporkan pelaksanaan kegiatan Bidang Pengolaban, Layanan, 
dan Pelestarian Bahan Perpustakaan. 

Pasal 12 

Pasal ll 

Bidang Pengadaan, Pengolahan, Layanan. dan Pelestarian Bahan Perpustakaan 

mempunyai tugas membantu Kepala Dinas dalam melaksanakan penyusunan 
perencanan dan kebijakan di Bidang Pengolaban, Layanan, dan Pelestarian Bahan 
Perpustakaan. 



JO 

Pasal 17 

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16, Seksi Layanan, 
Otomasi, Kerja Sama, menyeleoggarakan fungsi: 
a. melaksanakan kegiatan layanan sirkulasi dan Jayanan refereosi: 
b. melaksanakao layanao Perpustakaan keliling dan layanan terpadu perpustakaan. 
c. melaksanakan katalogisasi, deskripsi, klasifikasi tajuk dan subjek bahan pustaka 

secara otomasi dan lain-lain; 
d. mengelola data base dan ioformasi bidang otomasi perpustakaan: 

Pasal 16 

Seksi Layanan, Otomasi, Kerja Sama, mempunyai tugas membantu Kepala Bidang 
dalam menyusun perencanaan dan kebijakan di bidang Layanan, Otomasi, Kerja 

Sama. 

Untuk melaksanakan rugas sebagaimana dimaksud daJam Pasal 14. Seksi 
Pengadaan Koleksi dan Pengolahan Bahan Perpustakaan menyelenggarakan Iungsi: 
a. penyusunan kebijakan pengadaan koleksi; 
b. melaksanakan hunting. seleksi, inventarisasi, dan desiderata bahan 

perpustakaan; 
c. melaksanakan pengembangan koleksi bahan Perpustakaao melalui pembelian, 

badiah, hibab, dao tukar menukarbahan perpustakaan; 
d. penganekaragaman bahan Perpustakaao yang mencakup kegiatan transtiterast 

(alih aksara], translasi (terjemahan), dan sejenisnya; 
e. penerimaan, pengolahan, dan verifikasi bahan perpustakaan; 
f. penyusunan deskripsi bibliografi, klasifikasi, penentuan tajuk subjek, dan 

penyelesaian fisik bahan perpustakaan; 
g. melaksanakan verlfikasl, validasi, pemasukan data ke pangl<aJan data; dan 
h. peoyusunan literarur sekunder; 
i. menyusun dan melaporkan pelaksanaan kegiatan SeksiPengembangan Koleksi 

dan Pengolahan Bahan Perpuscakaan;dan 
j. melaksanakan tugas lain yang diberikan atasan. 

Pasal 15 

PasaJ 14 

Seksi Pengadaan Koleksi dan Peogolahan Bahan Perpustakaan mempunyai tugas 
membantu Kepala Bidang dalam menyusun perencanaan dan kebijakan di bidang 

pengadaan koleksi dan pengolahan bahan perpustakaan. 

b. Seksi Layanan, Otomasi, Kerja Sama, 

c. Pelestarian Bahan Perpustakaan. 



II 

Pasal 20 
Bidang Peogembangan Perpusta.kaan dan Pembudayaan Kegemarao Membaca 
mempunyai tugas membantu Kepala Dinas melaksanakan penyusunan perencanan 

Bagian Keempat 

Bidang Pengembangan Perpustakaan dan 
Pembudayaan Kegemaran M.embaca 

Pasal 19 
Untuk melaksanakan rugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18, Seksi 
Pelestarian Bahan Perpustakaan, meoyelenggarakan fungsi: 
a. melaksanakan pelestarian isi/nilai informasi bahan pe.rpustakaan dalam bentuk 

mikro film maupun digital; 
b. melaksanakan perekaman, pencucian, penduplikasian bahan perpustakaan; 
c, penempelan identitas pada kotak mikro film/digital; 
d. pemasukan data pada komputer; 

e. pemeliharaan dan penyimpanan master reprografi, fotografi, dan digital: 
f. melaksanakan fumigasi bahan perpusta.kaan; 
g. melaksanakan kontrol kondisi ruang penyimpanan; 
h. pembersihan debu, noda, dan setotape: 
,. melaksanakan pemutihan, deasidifikasi, mending, dan filling bahan 

perpustakaan; 
j. penjilidtan dan perbaikan bahan perpustakaan; 
k, pembuatan folder,pamllet binding, dan cover; 

1. pembuatan map dan portepel; 
m. melaksanakan survey kondisi bahan perpustakaan; 
n. melaksanakan tu gas lain yang diberikan atasan. 

e. melaksanakan jaringan sisrem Perpustakaan dan tcknologi informasi 
perpustakaan; 

f. menghimpun, mengolah dan mendayagunaan karya cetak dan karya rekam; 

g. melaksanakan kerjasama bidang perpustakaan; 
h. menyusun dan melaporkan pelaksanaan kegiatan seksi Layanan, Otomasi, Kerja 

Sama, dan Pelestarian Bahan Perpustakaan; dao 
i. Melaksanakan tugas lain yang dlberikan arasao. 

Pasal 18 

Seksi Pelestarian Saban Perpustakaan, mempunyai rugas membantu Kepala Bidang 
dalam menyusun perencanaan dan kebijakan di bidang Pelestarian Bahan 
Perpustakaan. 
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?asal 24 
Untuk melaksaoakan rugaa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23, Seksi 
Pembinaan dan Pengembangan perpustakaan menyeleoggarakan fungsi: 

Seksi Pembinaan dan Pengembaogao Perpustakaan mempunyai tugas membantu 
Kepala Bidang dalam menyusuo perencanaan dao kebijakan di bidang pembinaan 
dan pengembangan perpustakaan. 

PasaJ 23 

?asal 22 
Dalam menjalankan rugas dan fungsioya, Kepala Bidaog Pengembangan 
Perpustakaan dao Pembudayaan Kegemaran Membaca membawahi: 
a. Seksi Pembinaan dan Pengembangan Perpustakaan; 
b. Seksi Pembinaan, Pengembangan Tenaga Perpustakaan; 
c. Seksi Pembudayaan Kegemaran Membaca. 

Pasal 21 
Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20, Bidang 
Pengembangan Perpustakaan dan Pembudayaan Kegemaran Membaca 
menyelenggarakan fungsi: 

a. melaksanakan pembinaan dan pengembangan Perpustakaan meliputi 
pengembangan semua jenis perpustakaan, implementasi norma, standar. 

prosedur, dan kriteria (NSPK), pendataan perpustakaan, koordinasi 
peagembangan perpustakaao, dan pemasyarakatan/sosialisasi, serta evaluasi 
pengembangan perpustakaan; 

b. melaksanakan pembinaan dan peogembangan tenaga Perpustakaan rneliputi 
peodataan tenaga perpustakaan, bimblngan teknis, peningkatan kemampuan 
teknis kepustakawanao, peoilaian angka kredit pustakawan, koordinasi 
pengembangan pustakawan dan teoaga teknis perpustakaan, 

pemasyarakatan/sosialisasl, serta evaluasi pembinaan tenaga pe.rpustakaan; 
c. melaksanakan peagembangan pembudayaan kegemaran membaca meliputi 

pengkajian, dan melaksanakan pembudayaan kegemaran membaca, koordinasi, 
pemasyarakatan/sosialisasi, dan bimbingan teknis serta evaluasi kegemaran 
membaca; 

d. menyusun dao melaporkan pelaksanaao kegiatan Bidang Pengembangan 
Perpustakaan dan Pembudayaan Kegemaran Membaca; dan 

e. melaksanakao rugas lain yang diberikao atasan, 

.. ·~L:~ :-ir,1,.,7, 11 ·• 2:., .• ... uJ 
dan kebijakan di bidang pengembangan Perpustakaan dan pembudayaan kegemaran 
mem.baca. 
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f. evaluasi pembinaan dan pembudayaan kegemaran membaca; 
g. menyusun dan melaporkan pelaksanaan kegiatan Pembudayaan Kegemaran 

Membaca; dan 

kegemaran pembudayaan pemasyarakatan I sosialisasi d. pengoordinasian 
membaca; 

e. pemberian bimbingan teknis; 

Pasal 28 
Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27, Seksi 
Pembudayaan kegemaran membaca, menyelenggarakan tungsi: 

a. pemasyarakatan / sosialisasi bud a ya membaca: 
b. pengkajian minat baca masyarakat; 
c. melaksanakan pembudayaan kegemaran membaca; 

Seksi Pembudayaan kegemaran Membaca, mempunyai tugas membantu Kepala 
Bidang dalam menyusun perencanaan dan kebijakan di bidang Pembudayaan 
Kegemaran Membaca. 

U ntuk melaksanakan rugas sebaga.imana dimaksud dalam Pasal 25, Seksi 
Pembinaan, Pengembangan Tenaga Perpustakaan, menyelenggarakan fungsi: 
a. pendataan tenaga perpustakaan; 
b. bimbingan teknis, peningkatan kemampuan teknis kepustakawanan; 
c. penilaian angka kredit pustakawan; 
d. koordinasi pengembangan pustakawan clan tenaga teknis Perpustakaan; 

b. melaksanakan rugas lain yang diberikan atasan. 
Pasal 27 

Pasal 26 

mempunyai tugas 
kebijakan di bidang 

Seksi, Pembinaan, Pengembangan Tenaga Perpustakaan, 
membantu Kepala Bidang da.lam menyusun perencanaan dan 
Pembinaan, Pengembangan Tenaga Perpustakaan. 

Pasa.l 25 

a. melaksanakan pembinaan, dan pengembangan perpustakaan; 
b. implementasi norma, standar, prosedur, dan kriteria (NSPK); 
c. pendataan perpustakaan; 
d. k.oordinasi pengembangan perpustakaan; 

e. pemasyarakatan/sosialisasi, dan evaluasi pengembangan perpustakaan; 
f. menyusun clan melaporkan pelaksanaan kegiatan Seksi Pembinaan dan 

Pengembangan Perpustakaan; dan 
g. me.laksanakan tugas lain yang diberikan atasan. 
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Pasal 33 
Untuk melaksanakan rugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32, seksi 
Pengelolaan dan Pembinaan Kearsipan mempunyai fungsi; 
a. Menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis Pengelolaan dan pembinaan 

kearsipan; 
b. Membina kearsipan pada perangkat daerab; 

c. membina kearslpan pada perusahaan, onnas/orpol, lembaga peodidikan dan 
masyarakat: 

d. Menyiapkan bahan perumusan kebijakan pengelolaan arsip dinamis dan arsip 
Sta tis; 

Seksi Pengelolaan dan Pembinaan Kearsipan, mempunyai tugas membantu Kepala 
Bidang dalam menyusun perencanaan dan kebijakan di bidang pengelolaan dan 
Pembinaan Kearsipan. 

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalarn Pasal 29, bidang 
pengelolaan, pembinaan dan Layanan kearsipan menyelenggarakan fungsi: 
a. Merumuskan kebijakan di bidang arsip: 
b. Pelaksanaan kebijakan di bidang kearsipan: 
c. Penyelenggraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum dibidang kearsipan; 
d. Pelaksanaan pembinaan, evaluasi dan pelaporan bidang kearsipan 

e. Pelasanaan administrasi dinas di bidang kearsipan; dan 
f. Melaksanakan fungsi lain yang diberikan oleh atasan. 

Pasal 31 
Dalam menjalankan rugas dan fungsinya, Kepala Bidang Pengelolaan, Pembinaan 
dan Layanan kearsipan membawahi: 

1. Seksi Pengelolaan dan Pembmaan Kearsipan. 
2. Seksi Pengawasan Kearsipan. 
3. Seksi Layanan In formasi, Pemanfaatan dan Jasa Kearsipan. 

Pasal 32 

Pasal 30 

Bidang Pengelolaan, Pembinaan dan Layanan mempunyai tugas membantu Kepala 
Dinas melaksanakan penyusunan perencanan dan kebijakan di bidang pengelolaan, 
pembinaan dan layanan kearsipan, 

Bagian kelima 
Bidang Pengelolaan, Pembinaan dan Layanan Arsip. 

PasaJ 29 

h. melaksanakan tugas lain yang diberikan atasan. 
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Pasal 37 
Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36, seksi Layanan 
Informasl, Pemaoiaatan dan Jasa Kearsipan mempunyai fuogsi: 
a. menyiapkan bahan perumusan kebijakan tentang Iayanan informasi; 
b. melaksanakan layanan informasi kearsipan; 

Pasal 36 
Seksi Layanan tnfcrmasi, Pemanfaatan dan Jasa Kearsipan, mempunyai tugas 
membantu Kepala Bidang dalam menyusuo perencanaan dan kebijakao di bidang 
Pemanfaatan dan Jasa Kearsipan. 

Pasal 35 
Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dunaksud dalam Pasal 34, seksi 
Pengawasan Kearsipan menyelenggarakan rungsi: 
a. melaksanakan pengawasan tentang penggunaan arsip dinamis dan arsip statis; 
b. melaksanakan akuisisi arsip statis; 
c. melaksanakan supervisi, konsultasi pelaksanaan kearsipan di perangkat daerah, 

organisasi kemasyarakatan, organisasi politik dan Jembaga pendidikan serta 
satuan pendidikan; 

d. Mengkoordinasi.kan tekms kegiatan kepengawasan dengan tenaga fungsional 
arsiparis, 

e. Melaksanakan pemantauan, evatuasi pelaksanaan kearsipan pada perangkat 
daerah, organisasi kemasyarakatan. organisasi politik dan lemhaga pendidikan 
serta satuan pendidikan; 

f. Menyusun perencanaan pengawasan, melaksanakan, melaporkan hasil-hasil 
kepengawasan; 

Pasal 34 
Seksi Pengawasan Kearsipan, mempunyai tugas membantu Kepala Bidang dalam 
menyusun perencanaan dan kebijakan di bidang Kepengawasan Kearsipan. 

e. Mengelola arsip vital dan asset nasional; 
f. Mengelola arsip in-aktif; 
g. Melaksanakan pengolahan arsip statis: 
h. Melaksanakan preservasi arsip statis; 

i. Melaksanakan aJih media clan reproduksi arsip dinamis dan arsip statis: 
j. Menyusun dan melaporkan pelaksanaan keglatan bidang pengelolaan dan 

pembinaan kearsipan; dan 

k. Melaksanakan tugas lain yang diberikan atasan, 
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Bagian Keenam 
Kelompok Jabatan Fungsional 

Pasal 39 
{l) Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melak.sanakan kegiatan teknis 

di bidang sesuai keahliannya masing-masing. 
(2) Kelompok Jabatan Fungsional dapat dibagi dalam sub kelompok sesuai dengan 

kebutuban dan keahliannya masing-masing dan dikoordinasikan oleb seorang 
tenaga fungsionaJ senior. 

(3) Pejabat Fungsional dalam melaksanakan tugasnya bertanggungjawab Jangsung 
kepada Kepa!a Dinas. 

(4) Kebutuhan jabatan fungsional ditentukan berdasarkan sifat, jenis dan beban 
kerja. 

(5) Pembinaan terhadap tenaga fungsional dilakukan sesuai dengan ketentuan 
peraturan perundang-undangan. 

Bagian Keenam 
Unit Pelaksana Teknis Dinas 

PasaJ 38 
{l) Untuk melaksanakan sebagian kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan 

teknis penunjang. pada Dinas dapat dibentuk UPID. 

(2) Ketentuan lebih lanjut mengenai pembentukan, rugas, fungsi, rincian tugas serta 
susunan organisasi dan tata kerja UPTD sebagaimana dimaksud pada ayat {l) 
diatur dengan Peraturan Bupati, 

c. memberikan layanan infonnasi kearsipan dengan sistim teknologi informasi; 
d. melalui kegiatan mendokumentasikan selurub benda, barang dalam bentuk 

apapun yang merupakan dokumen penting sebagai arsip sebagai layanan 
informasi; 

e. menyusun dan melaporkan pelaksanaan kegiatan Jayanan informasi; dan 
f. melaksanakan pelayanan serta pemanfaatan dokumen/arsip bagi pihak yang 

berkepentingan; 
g. pemanfaatan dan jasa kearsipan ter:hadap dokumen penting; 
h. melaksanakan pemanfaatan arsip statis: 
i. melaksanakan jasa kearsipan; 
j. sebagai tempat penyimpanan dokumen penting, bersejarah; 
k. melaksanakan tugas Jain yang diberikan atasan, 

~I I j r ~ ; 
- . ' - ,. 
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BAB VJ 
PENCISIAN JABATAN 

Pasal 42 

( l) Kepala Dinas diangkat dan diberhentikan oleh Bupati dari Pegawai Aparatur 
Sipil Negara yang memenuhi syarat atas usu! Sekretaris Daerah sesuai dengan 
ketentuan Peraturan Perundang-Undangan. 

BABV 

TATAKERJA 

Pasal 41 
(1) Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya, Kepala Dinas, Sekretaris, 

Kepala Bidang, Kepala Sub Bagian, Kepala Seksi dan Kelompok Jabatan 
F'ungsional wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi baik 

dalam lingkungan masing-masing maupun antar satuan organisasi di 
lingkungan Pemerintah Daerah serta lnstansi lain diluar Pemerintah Daerah 
sesuai dengan tugas pokoknya masing-maslng, 

(21 Setiap pemimpin satuan organisasi wajib mengawasi bawahannya rnasing­ 
masing dan bila terjadi penyimpangan agar mengambil langkah-langkah yang 
diperlukan. 

(3) Setiap pemimpin satuan organisasi bertanggung jawab memimpin dan 
mengkoorclinasi bawahan masing-masing dan memberikan bimbingan serta 
petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahannya. 

(4) Setiap pemimpin satuan organisasi wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk 
dan bertanggung jawab pada atasannya masing-masing serta menyampaikan 
laporan berkala tepat waktu. 

(5) Setiap laporan yang diterima oleh pimpinan satuan organisasi dan bawahannya 
wajib diolah dan dipergunakan sebagai bahan unruk penyusunan laporan lebih 
lanjut dan untuk memberikan petunjuk kepada bawahannya. 

(6) Dalam menyampaikan laporan masing-masing kepada atasan, tembusan 
laporan wajib disampail<an pula kepada saruan organisasi lain yang secara 
fungsional mempunyai hubungan kerja. 

(7) Kepala Dinas, Sekretaris, Kepala Bidang, Kepala Sub Bagian dan Kepala Seksi 
dalam melaksanakan rugas dan fungsinya wajib menerapkan dan 
memanJaatkan teknologi inJormasi dan komunikasi. 

Ketentuan mengenai bagan struktur organisasi Dinas tercantum dalam Lampiran 
sebagai bagian yang tidak terpisabkan dari Peraturan Bupati ini. 

Pasal 4-0 
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Pada saar Peraturan Bupati ini mulai berlaku: 
a. Peraturan Bupati Nomor 75 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi, 

Kedudukan, Togas, Fuogsi dao Tata Kcrja Oinas Kearsipan (Serita Daerah 

Kabupaten Sarolangun Tahun 2016 Nomor 75); 

Pasal 44 

BAB VU 

KETENTIJANPENUTIJP 

(!) Kepata Dinas adalah Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama. 
(2) Sekretaris dan Kepala Bidang adalah Jabatan Administrator. 

(3) Kepata Sub Bagian dan Kepala Seksi adalah Jabatan Pengawas. 

Pasal43 

b. manajerial; dan 

c. sosial kultural. 
(4) Selain memenuhi kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayal (3), pegawai 

aparatur sipil negara yang mcnduduki jabatan Perangkat Daerah harus 
memenuhi kompetensi pemerintahari. 

(SJ Kompetensi teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (3) buruf a diukur dari 
tingkat dan spesialisasi pendidikan, pelatihan teknis fungsional dan 
pengalaman bekerja secara teknis yang dibuktikan dengan sertifikasi. 

(6) Kompetensi manajenal sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b diukur 
dari tingkat pendidikan, pelatihan struktural atau manajemen dan pengalaman 
kepemimpinan. 

{7) Kompetensi sosial kultural sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c diukur 

dari pengalaman kerja berkaitan dengan masyarakat majemuk dalam hal 
agama, suku dan budaya sehingga memiliki wawasan kebangsaan. 

(8) Kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan sesuai dengan 
ketentuan Peraturan Pcrundang-Undangan. 

(2) Perangkat Daerah diisi oleb pegawai aparatur sipil negara sesuai dengan 

ketentuan peraturan perundang-undangan, 
(3) Pegawai aparatur sipil negara yang menduduki jabatan pimpinan tinggi, 

jabatan administrator dan jabatan pengawas pada Perangkat Daerah wajib 
memenuhi persyaratan kompetensi: 
a. teknis; 

.... ' ... .j 
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- 
B8RITA OAERAH KABUPATEN SAROLANGUN TAHUN 2018 NOMOR .:lf:> 

Diundangkan di Sarolangun 

pada tanggal '' .i..,.-.; 2018 
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SAROLANGUN, 

THABR<;;t 

------'--------- 

Ditetapkan di Sarolangun 
pada tanggal /1, :J<r,._ ....... 1 2018 

~BUPATI SAOLANGUN, 

A 
CEKENDRA 

PasaJ 45 

Peraruran Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ctiundangkan. 

Agar seuap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati 
ini dengan penempatannya dalam Serita Daerah Ka bu paten Sarolangun. 

b. Peraturan Bupati Nomor 76 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi, 
Kedudukan, Togas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Perpustakaan (Berita Daerah 
Kabupaten Sarolangun Tahun 2016 Nomor 76) dicabut dan dinyatakan tidak 
berlaku. 

" ) 
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